
 
 

1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah 
Sila ke-2 Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Dalam 

Sila ke- 2 tersebut ada unsur salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. Indonesia 
adalah negara yang sedang berkembang. Seiring dengan hal tersebut maka dunia 
bisnis juga sedang berkembang pula. Dalam dunia bisnis tidak lepas dari adanya 
perjanjian antar pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Pelaku bisnis ini 
bisa orang perorangan ataupun badan hukum. Dalam perjalannya tidak semua 
perjanjian berakhir dengan baik, ada kalanya perjanjian tersebut berakhir dengan 
adanya perkara antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam 
perkembangannya untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama 
manusia, manusia membutuhkan hukum untuk mengatur tingkah lakunya. Di 
dalam masyarakat pada dasarnya berlaku norma-norma yang mengatur 
hubungan antar individu. Akan tetapi karena norma yang berlaku masyarakat 
tidak cukup untuk menjaga keharmonisan sebab ketiadaan sangsi yang tegas 
bagi yang melanggar norma tersebut sehingga menyebabkan pelanggaran atas 
sangsi tersebut bisa terulang, maka disusunlah hukum yang memiliki sangsi 
yang tegas bagi pelanggarnya.  

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prinsip hukum bukanlah 
peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum 
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang 
terdapat di dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 
diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret 
tersebut.1 

Berjanji sesuatu berarti mengikat diri secara membebankan pada diri 
sendiri suatu kewajiban.2 Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak berakibat 
adanya kewajiban yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan perjanjian tersebut. 
Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya perjanjian timbal balik dan 
perjanjian sepihak. Pada perjanjian timbal balik ada kewajiban yang harus
                                                             
 1SudiknoMertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2005,hal. 34. 
 

2 Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, 
2011, hal 42 
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dipenuhi baik oleh debitur maupun kreditur. Kalau diteliti betul-betul tidak ada 
persetujuan yang tidak bersifat timbal balik.3 Hal ini dikarenakan dalam suatu 
perjanjian kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur memiliki kewajiban 
masing-masing. 

Dasar umum hukum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer. Pada masa awal reformasi banyak 
perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena adanya krisis ekonomi. Pada 
awalnya Indonesia menggunakan peraturan kepailitan yaitu Faillissement 
Verordening yang tertuang dalam S. 1905-217 juncto S 1906-348, kemudian 
karena adanya krisis ekonomi dan banyak perusahaan yang bangkrut, 
pemerintah menganggap bahwa adanya kebutuhan yang mendesak maka 
pemerintah mengeluarkan Perpu no. 1 tahun 1998.4Seiring dengan 
perkembangan maka pada tahun 2004 DPR mengesahkan Undang-Undang 
nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUKPKPU.  

Pengertian kepailitan menurut UUKPKPU pasal 1 angka 1 adalah 
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 
pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan menurut UUKPKPU 
pasal 2 angka 1 adalah Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor dan 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  

Uang yang dipinjam dari orang lain adalah pengertian utang secara 
sederhana sedangkan pengertian utang dalam UUKPKPU pasal 1 angka 6 adalah 
utang adalah kewajiban yag dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asingbaik secara 
langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang 
timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 
Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat 
pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.Siti Anisah menyebut pengertian 
utang dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang 
dibuat kreditor dan debitor.5 Hal ini mengandung maksud bahwa utang bukan 
                                                             

3Ibid, hal 96 
 4 Munir Fuadi, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung Citra Aditya 
Bakti,2014 hal, 6 
 5 Siti Anisah,  Perlindungan Kepentiangan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum 
Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 44 
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hanya masalah pinjam meminjam uang akan tetapi jugakewajiban para pihak 
yang muncul dalam perjanjian. Pengertian utang dalam UUKPKPU sangat luas 
dan dapat menimbulkan kekaburan dalam hukum kepailitan. Masalah 
wanprestasi yang harusnya diselesaikan dengan hukum perjanjian dapat 
dialihkan melalui hukum kepailitan, hal ini disebabkan wanprestasi dalam 
hukum perjanjian bisa dianggap menjadi utang dalam hukum kepailitan. 
Pengertian utang yang begitu luas dalam UUKPKPU dan ditambah dengan 
begitu mudahnyanya persyaratan dalam mengajukan permohonan pailit yang 
tidak menyebut secara pasti utang mana saja yang menjadi dasar permohonan 
pailit menyebabkan begitu mudahnya permohonan pailit diajukan. 

Dalam UUKPKU pasal 8 angka 4 di sebutkan bahwa Permohonan pailit 
harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara 
sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 angka (1) telah terpenuhi. Asas exceptio non adimpleti contractus 
dalam perjanjian mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara 
sederhana dikarenakan adanya keberadaaan utang yang masih diperdebatkan.  

Pada tanggal 14 September 2012 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat telah membuat putusan nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst 
yang isinya sangat mengejutkan yaitu bahwa PT. Telekomunikasi Selular yang 
selanjutnya disebut sebagai PT. Telkomsel dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga 
memvonis pailit PT. Telkomsel atas permohonan pailit dari PT. Prima Jaya 
Informatika. Kemudian atas putusan tersebut PT. Telkomsel mengajukan kasasi. 

Dalam putusan kasasi dengan nomor putusan No. 704K/Pdt.Sus/2012 
diungkapkan bahwa pada awal tahun kedua berjalannya perjanjian kerjasama 
tepatnya pada tanggal 20 Juni 2012 PT. Prima Jaya Informatika menyampaikan 
Purchase Order dengan NO.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dengan nilai Rp 
2.595.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), 
kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 PT. Prima Jaya Informatika menyampaikan 
Purchase Order dengan No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 dengan nilai Rp 
3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah), lalu PT. Telkomsel 
menerbitkan penolakan atas kedua Purchase Order tersebut melalui email. 

Atas adanya pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. 
Telkomsel tersebut menjadi dasar PT. Prima Jaya Informatika mengajukan 
perohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran perjanjian 
seharusnya masuk kedalam wanprestasi. Apabila ada kelalaian debitor dalam 
pelaksanaan prestasi, mengalami keterlambatan waktu yang sudah diperjanjikan 
maka debitor melakukan wanprestasi. 
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Pada puncaknya tanggal 14 September 2012 majelis hakim pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT. Prima 
Jaya Informatika dan Termohon yaitu PT. Telkomsel dinyatakan pailit dengan 
segala akibat hukumnya. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pailit 
adalah Pemohon bisa memberikan bukti bahwa adanya fakta  atau keadaan yang 
secara sederhana.  

Dalam Pasal 2 angka (1) UUKPKPU adalah syarat untuk diajukan pailit, 
PT. Telkomsel telah memenuhi unsur tersebut karena memiliki utang jatuh 
tempo yang dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika sebesar Rp 
5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). PT. Telkomsel 
juga terbukti memiliki utang yang jatuh tempo kepada kreditur lain yaitu PT. 
Extend Media Indonesia dengan jumlah total sebesar Rp 40.326.213.794,00 
(empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu 
tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah. 

Atas hasil tersebut PT. Telkomsel mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah 
Agung atas putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya atas 
pemeriksaan majelis hakim pada tingkat kasasi pada hari Rabu Tanggal 21 
November 2012 majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 48/Pailit/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. 
dengan putusan Nomor 704K/pdt.Sus/2012. 

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung adalah  dalil 
pemohon pailit atas adanya utang termohon pailit dibantah oleh termohon pailit 
dengan tidak memenuhinya unsur-unsur dalam pasal 8 UUKPKPU, sebab dalam 
perkara ini tentang adanya utang termohon pailit kepada pemohon pailit 
pembutiannya tidak bisa dilakukan secara sederhana sehingga permohonan pailit 
dari pemohon pailit tidak memenuhi ketentuan pasal 8 angka (4) UUKPKPU, 
jadi kompetensi absolut penyelesaian perkara tersebut harusnya pada Pengadilan 
Negeri bukan Pengadilan Niaga. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa PT. Telkomsel menangkis dalil-
dalil yang diajukan PT. Prima Jaya Informatika dengan menggunaan prinsip 
exceptio non adimpleti contratusoleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih 
lanjut dengan skripsi yang berjudul Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus 
Penyelesaian Perkara Kepailitan Aatara PT. Telekomunikasi Seluler Dengan PT. 
Prima Jaya Informatika. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan dan memberi batasan 

tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat memecahkan masalah secara 
jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keberadaan asas exceptio non adimpleti contractus 
dalam KUHPer dan UUKPKPU? 

2. Bagaimana keberadaanasas exceptio non adimpleti contractus 
dalam penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Telkomsel dengan 
PT. Prima Jaya Informatika? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui keberadaan asas exceptio non adimpleti 
contractus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas exceptio non 
adimpleti contractus dalam penyelesaian perkara kepailitan antara 
PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika. 

c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penggunaan asas exceptio 
non adimpleti contrastus dalam penyelesaian perkara kepailitan. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Sebuah penelitian diharapkan mempunnyai dampak positif terhadap 

objeknya dan dapat memberikan manfaat. Ada dua manfaat yang diharapkan 
dapat dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis  
1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

ataupun masukan-masukan terhadap perngembangan ilmu hukum pada 
umumnya, dan khususnya di bidang Hukum Kepailitan.  

2. Memberikan wawasan dan pandangan baru atas kasus-kasus kepailitan 
yang sering terjadi.  

b. Manfaat Praktis 
1. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu 

menambah pengetahuan dalam bidang hukum tentang asas exceptio 
non adimpleti contractus dan hubungan asas ini dengan dengan 
pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.  

2. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat luas tentang penerapan asas 
exceptio non adimpleti contractus dalam perkara kepailitan.   
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1.5 Metode Penelitian 
Dalam rangka memperoleh, kemudian mengumpulkan serta menganalisa 

setiap bahan hukum maupun informasi yang bersifat ilmiah, tentunya 
dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya tulis ilmiah 
mempunyai susunan yang sistematis, terarah dan konsisten. Penelitian 
merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.6 
Metode ilmiah juga dapat dikatakan sebagai ekspresi mengenai cara berpikir, 
sedangkan berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang menghasilkan 
pengetahuan.7 Adapun metode penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1.5.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan 
yang menjadi objek penelitian adalah norma. Dalam penelitian hukum normatif 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data 
sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji 
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, 
penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu 
undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek 
terapan atau implementasinya.8 Adapun data sekunder yang digunakan antara 
lain bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 

 
1.5.2 Pendekatan Masalah 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang akan 
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),  
pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 
approach)9 

                                                             
6Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 13. 
7 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, 

Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 119. 
8Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2004 hal.101 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Cetakan. Kesembilan, 

Prenada Media Group, 2014. Hal 133 
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1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)10 
Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma 
dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-
undangan dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah 
norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang 
bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada pada 
sebuah peraturan perundang-undangan yang lama atau baru. 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan 
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam 
ilmu hukum maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan 
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 
hukum yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Pendekatan kasus (case approach) 
Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk melakukan 
penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan 
yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk perkara konkret yang 
ditangani.11 

1.5.3 Jenis Bahan Hukum  
Penelitian ini bersifat yuridis normatif oleh karenanya jenis bahan hukum 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu data 
yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan atau dokumentasi. 

1.5.4 Sumber Bahan Hukum 
Penelitian ini bersifat yuridis normatif oleh karena itu menggunakan 

sumber bahan hukum yaitu :  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang mencakup peraturan 

perundang-undangan adalah sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang PenetapanPeraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun1998 

                                                             
10 I Made Pasek Diantha,Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam 

Justifikasi Teori Hukum,Jakarta, Cetakan kedua, Prenada Media Group,2017.  Hal 156 
11Ibid,  hal 165. 
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Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan 
MenjadiUndang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 

6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun1998 
TentangPerubahan atas Undang-Undang KepailitanMenjadiUndang-
Undang. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi 
bahan primer, teridiri dari: literatur-literatur tentang, kepailitan, hukum 
perjanjian, hukum perusahaan, artikel-artikel, hasil penelitian dan 
sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 
petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Peneliti akan menggunakan data sekunder dan metode yang digunakan untuk 

proses pengumpulan data ialah dengan studi kepustakaan.  
1.5.6 Pengolahan Bahan Hukum 

Metode pengolahan bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini akan 
diolah dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional, artinya 
keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang 
lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga 
merupakan suatu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau 
kaidah-kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. 
1.5.7 Analisis Bahan Hukum 

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu pembahasan 
dan penjabaran data hasil penelitian yang disusun secara logis dan sistematis 
berdasarkan pada norma hukum, kaidah-kaidah dan doktrin hukum yang ada 
relevansinya dengan pokok permasalahan.12 
1.6  Pertanggungjawaban Sistematika 

                                                             
12Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989, hal. 22. 
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Penulisan  hukum  ini  terdiri  dari  4  (empat)  bab  dan  tiap  bab  
dibagimenjadi  beberapa  sub  bab.Adapun  sistematika  setiap  bab  adalah  
sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan.  

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Latar belakang masalah, 
Rumusan Masalah,  Keaslian  Penulisan,  Tujuan  Penulisan,  Tinjauan  Teoritis,  
Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematik. 
BAB II Tinjauan Pustaka. 

Pada Bab  ini  berisi antara lain mengenai Landasan Teori dan 
Konsep.Landasan Teori dan konsep adalah mengenai teori-teori dan doktrin 
yang akan digunakan sebagai acuan untuk membahas permasalahan yang akan 
diulas pada bab selanjutnya. 
BAB III Pembahasan.  

Pada Bab ini berisi mengenai analisa dan pembahasan permasalahan yang 
disajikan tidak secara terpisah (satu kesatuan), dalam Bab ini menguraikan dan 
membahas mengenai permasalahan yang diangkat, yang berhubungan dengan 
kasus yang diangkat dalam penelitian ini. 
BAB IV Penutup.  

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan 
sarandari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul penulisan 
hukumini.  
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